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Abstrak 

PENEGAKAN HUKUM PASAL 27 AYAT (3) TENTANG PENCEMARAN 
NAMA BAIK UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI 

ELEKTRONIK BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN 
BERSAMA DI POLDA SUMUT 

(STUDI KASUS POLDA SUMATERA UTARA) 
 

Penegakan Hukum berupakan bagian dari proses terlaksananya hukum pidana 
khususnya terhadap tindak pidana pencemaran nama baik diatur didalam pasal 27 
ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi 
Elektronik tetapi delik pencemaran nama baik ternyata tidak memberikan jaminan 
proses penegakan hukum yang baik dan objektif terhadap pasal 27 ayat (3) 
terjadinya dalam memahami rumusan pasal tersebut masih memiliki multi tafsir dan 
multi interpretasi yaitu  perbedaan kritik dan pencemaran nama baik.  Jenis 
penelitian   yang digunakan adalah yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif 
analisis,  pengumpulan data dilakukan dengan metode Penelitian Kepustakaan 
(Library Research) dan penelitian lapangan (field Research) serta analisis data pada 
penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif. 
Tujuan dari penelitian ini ada untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum serta 
faktor penegakan hukum khususnya terhadap pencemaran nama baik pasal 27 ayat 
(3), Hasil penelitian menunjukkan bahwa terhadap pengaturan hukum pencemaran 
nama baik diatur didalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi elektronik, 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Surat keputusan Bersama serta dalam 
proses penegakan hukumnya masih terdapat beberapa kendala yaitu kurangnya 
penyidik dalam proses penyelidikan dan penyidikan dan memerlukan banyak nya 
ahli untuk menentukan apakah perbuatan tersebut masuk dalam perbuatan pidana 
atau tidak sehingga dapat menghasilkan hukum yang objektif dan tidak 
diskriminatif. 
Kata Kunci : Penegakan Hukum; Pencemaran nama baik; UU ITE; Surat 
Keputusan Bersama. 
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ABSTRACT 

THE LAW ENFORCEMENT OF ARTICLE 27 PARAGRAPH (3) 
CONCERNING DEFAMATION OF THE INFORMATION AND 

ELECTRONIC TRANSACTIONS LAW BASED ON A JOINT DECISION 
AT THE NORTH SUMATRA REGIONAL POLICE 

(CASE STUDY OF NORTH SUMATRA REGIONAL POLICE) 
 
 

Criminal prosecution is part of the implementation of criminal law, especially with regard to 
the criminal offense of defamation, which is regulated by Article 27 paragraph (3) of Law No. 
11 of 2008 on Information and Electronic Transactions. However, the fact that it is a criminal 
offense does not guarantee that it will be properly prosecuted. Objectively regarding Article 27 
paragraph (3), the occurrence in understanding the formulation of this article still has multiple 
interpretations and multiple interpretations, namely differences in criticism and defamation. 
The type of research used was normative juridical with the nature of analytical descriptive. The 
data collection was carried out using library and field research methods, and data analysis in 
this research was carried out qualitatively using deductive methods. This research aimed to 
know how the legal regulation and law enforcement factors, especially regarding defamation, 
Article 27 paragraph (3). The research results showed that the legal regulation of defamation 
was regulated in the Information and Electronic Transactions Law, the Indonesian Criminal 
Code and Joint Decree, as well as in the law enforcement process, there were still several 
obstacles, namely the lack of investigators in the inquiry and investigation process and the need 
for many experts to determine whether the act is a criminal act or not, so that it can produce 
objective and non-discriminatory law. 

 
Keywords: Law Enforcement; Defamation; ITE Law; Joint Decree. 
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1  

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 
 

Tindak pidana adalah selselolrang/kellolmpolk mellakukan pellanggaran hukum 

dan bisa dikelnakan sanksi yang belrlaku. Selpelrti dapat dilihat zaman selkarang 

telrdapat banyak pelrilaku-pelrilaku manusia yang kurang telrpuji, melngganggu 

kelnyamanan dan keltelrtiban masyarakat selcara tidak selngaja maupun diselngaja. 

Salah satu pelrilaku-pelrilaku yang kurang telrpuji itu ialah pelncelmaran nama baik. 

Di elra glolbalisasi saat ini, kasus pelncelmaran nama baik banyak telrjadi,khususnya 

mellalui meldia celtak maupun meldia digital. Dapat dikelmukakan bahwapelncelmaran 

nama baik itu salah satu pelrilaku yang melrusak kelholrmatan dan nama baik 

selselolrang. Pelncelmaran nama baik adalah suatu tindakan yang dapat melncolrelng 

nama baik selselolrang delngan ujaran kelbelncian,biasanya selselolrang yangmellakukan 

tindakan pelncelmaran nama baik melnyelbarluaskan ujaran kelbelncian telrselbut untuk 

dikolnsumsi publik. Pelncelmaran nama baik pada KUHP telrcantum dalam pasal 310- 

320 Buku Keldua (Keljahatan) BAB XVI melngelnai Pelnghinaan.1 

Melnurut Olelmar Selnol Adji melndelfinisikan pelncelmaran nama baik selbagai 

melnyelrang martabat atau nama baik (aanranding olf gelo ldel naam).2 Salah satu 

belntuk pelncelmaran nama baik adalah “pelncelmaran nama baik selcara telrtulis dan 

dilakukan delngan melnuduhkan selsuatuhal”3. 

Pelncelmaran nama baik melrupakan salah satu belntuk mellanggar hukum. 
 
 

1 Mole lljantol, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (Jakarta; Bumi Aksara, 2007), Hal. 21 
2 Ole lmar Selnol Adji, Pelrkelmbangan Dellik Pelrs di Indolnelsia, (Jakarta:Elrlangga, 1990), Hal. 

271 
3 Ibid. 
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2  

Banyakfaktolr yang dikatelgolrikan tinjaupelncelmaran nama baik yang bellum jellas dan 

harus dikajikelmbali. Martabat melrupakan pelrasaan telrho lrmat selselolrang dimata 

masyarakat, dimana seltiap olrang melmiliki hak untuk dipelrlakukan selbagai anggolta 

masyarakatyang belrmartabat. Rasa holrmat dan pelrbuatan yang telrmasuk katelgolri 

melnyelrangkelholrmatan selselolrang ditelntukan melnurut lingkungan masyarakat pada 

telmpat pelrbuatan telrselbut dilakukan.4 

Pelnghinaan khusus diluar KUHP telrdapat dalam pelrundang-undangan ialah 

pelnghinaan khusus (pelncelmaran nama baik) dalam Undang-Undang Nol. 11 Tahun 

2008 telntang Infolrmasi dan Transaksi Ellelktrolnik. Dalam UU ITEl Nol. 11 Tahun 

2008 telrdapat 19 belntuk tindak pidana dalam Pasal 27 sampai 37. Satu diantaranya 

melrupakan tindak pidana pelnghinaan khusus, dimuat dalam Pasal 27 ayat (3) yang 

melnyatakan bahwa: 

“Seltiap olrang delngan selngaja dan tanpa hak melndistribusikan dan/atau 

melnstransmisikan dan/atau melmbuat dapat diaksels-nya infolrmasi ellelktrolnik 

dan/atau do lkumeln yang melmiliki muatan pelnghinaan dan/atau pelncelmaran nama 

baik”. 

Tindak pidana pelncelmaran nama baik dalam Pasal 27 ayat (3) jika dirinci 

telrdapat unsur belrikut. Unsur olbjelktif5: 

Pelrbuatan: 
 

a. Melndistribusikan; 
 

b. Melntransmisikan; 
 
 
 

4 Mudzakkir, Dellik Pe lnghinaan Dalam Pe lmbe lritaan Pe lrs me lngelnai Pe ljabat Publik (Kajian 
Putusan No l.37/Pid.B/2003/PN.Jak.Se ll) dalam Dictum, Jurnal kajian Putusan Pelngadilan, eldisi. 3, 
2004, (Jakarta: LelIP,2004), hal.8 

5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
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c. Melmbuat dapat diakselsnya. 
 
 

1) Mellawan hukum: tanpa hak; selrta 
 

a. Olbjelknya: 
 

a) Infolrmasi ellelktrolnik dan/atau; 
 

b) dolkumeln ellelktrolnik yang melmiliki muatan pelnghinaan dan/atau 

pelncelmaran nama baik. 

Telrdapat ahli yang prol dan ko lntra telrhadap pasal 27 ayat 3 UU ITEl. Salah satu 

para ahli yang prol yaitu Eldmoln Makarim yang melnjellaskan bahwa pasal 27 ayat 3 

UU ITEl harus melnjadi peldolman bagi seltiap masyarakat agar sistelm ellelktrolnik tidak 

melnjadi ajang untuk saling melncelmarkan nama baik karelna dampaknya belrsifat 

masif.6 Untuk melnggunakan pasal, pelnyidik dua unsur olbyelktif, yaitu delngan selngaja 

dan tanpa hak. 

Pelndapat para ahli yang kolntra telrhadap pasal ini yaitu Adami Chazawi yang 

belrpelndapat andai kata tidak dirumuskan selbagai pelnghinaan lelx spelcialis, 

pelnghinaan mellalui meldia digital teltap bisa melnggunakan pasal-pasal pelnghinaan 

KUHP yang selsuai delngan kasusnya, delngan cara melnafsirkan misalnya, 

belrdasarkan tujuan dari belntuknya tindakan pelnghinaan atau yang lelbih elkstrim 

delngan pelnafsiran elkstelnsif7. Delngan melncantumkan atau diselbutkan frasa” 

pelncelmaran dan/atau pelnghinaan “. Bisa telrjadi salah melnafsirkan selollah-ollah 

belntuk-belntuk pelnghinaan sellain pelncelmaran tidak masuk dalam pelngelrtian/ 

 
 

6 E ldmoln Makarim, Tanggung Jawab Hukum Pe lnyelle lnggaraan Siste lm E lle lktro lnik, 
(Jakarta:Rajawali Pelrs, 2010), Hal. 156 

7 Adami Chazawi, Hukum Pidana Polsitif Pe lnghinaan, (Banyumeldia Publishing,Malang, 
2013), Hal. 271 
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cakupan tindak pidana pasal 27 ayat 3 UU ITEl. 
 

UU ITEl ini sudah elmpat kali melngalami pelrubahan, pelrtama mellakukan 

pelrubahan dalam pasal 27 ayat 3 belrtujuan untuk melnghindari multi tafsir telhadap 

kelteltuan pelnghinaan dan/atau pelncelmaran nama baik, diantaranya : 

1) Melnambahkan pelnjellasan atas istilah melndistribusikan, melntransmisikan, 

dan/atau melmbuat dapat diakselsnya imfolrmasi ellelktro lnik. 

2) Melnelgaskan bahwa keltelntuan telrselbut adalah dellik aduan bukan dellik 

umum 

3) Melnelgaskan bahwa unsur pidana pada keltelntuan telrselbut melngacu pada 

keltelntuan pelncelmaran nama baik dan fitnah yang diatur dalam KUHP. 

Dan pelrubahan yang keldua, yaitu antara lain adalah ancaman pidana pelnjara 

pelnghinaan atau pelncelmaran nama baik. Pelrubahan yang keltiga melnambahkan 

pelnjellasan melngelnai infolrmasi alat ellelktrolnik selbagai alat bukti, dan pelrubahan 

yang kelelmpat yaitu mellakukan sikrolnisasi hukum acara pelnggelleldahan, 

pelnyitahan, pelnangkapan dan pelnahanan. Pelrubahan pelrubahan dalam UU ITEl 

diharapkan untuk melmbelrikan pelnelgasan dan pelncelgahan agar tidak telrjadi 

pelnghinaan dan pelncelmaran nama baik di dunia maya. 

Namun selbelnarnya, UU ITEl tellah direlvisi dan masih melngandung kritik 

telntangpasal pelnghinaan atau pelncelmaran nama baik yang diatur dalam pasal 27 ayat 

3 UUITEl. Selbellum direlvisi maupun seltellah direlvisi pasal 27 ayat 3 UU ITEl masih 

dianggap melmbatasi hak delmolkrasi seltiap masyarakat. Masyarakat melnjadi takut 

melngelmukakan pelndapat melngelnai keltidakadilan dan pellanggaran yang dilakukan 

ollelh pelnguasa karelna takut dianggap mellakukan pelnghinaan atau pelncelmaran nama 

baik. Pasal telrselbut juga dianggap mellanggar hakikat kelbelbasan belrpelndapat 
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5  

yang dijamin dalam pasal 28el ayat 3 UUD 1945 yang belrbunyi “seltiap olrang belrhak 

atas kelbelbasan belrselrikat, belrkumpul, dan melngelluarkan pelndapat”. Dan tidak 

selharusnya lulus judicial relvielw ollelh Mahkamah Kolnstitusi8. 

Telrdapat surat kelputusan belrsama dalam melnelgakkan pasal UU ITEl ini. Surat 

Kelputusan Belrsama (SKB) yang diteltapkan ollelh Melntelri Kolmunikasi dan 

Infolrmatika,Jaksa Agung, dan Kelpala Kelpollisian Nelgara Relpublik Indolnelsia 

dipelrkelnalkan selbagai buku saku bagi pelnelgak hukum untuk melnjalankan tugas dan 

kelwelnangannya selbellum telrbelntuk UU ITEl yang baru. Teltapi SKB UU ITEl tidak 

belrdampak ollelh masyarakat selkitar, selbab SKB UUITEl tidak telrmasuk prolduk 

hukum yang diatur dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No l 12 Tahun 2011 telntang 

Pelmbelntukan pelraturan Pelrundang-undangan. 

Dalam implelmelntasi UU ITEl, SKB UU ITEl melrupakan peldolman untuk 

pelnelgak hukum yang melnanggulangi suatu pelnyimpangan9. Melnurut Ridwan 

(2021) dijadikan pellelngkap pelraturan yang ditelrbitkan apabila telrjadi suatu keljadian 

atau pelrsolalan, teltapi bellum diatur dalam pelrundang-undangan. Didasarkan SKB 

UU ITEl pada kelbelbasan teltapi tidak melmiliki batasan aga tidak telrjadi welnangan-

welnangan pelmelrintah yang melmpunyai kelkuasaan. Yang melmbuat kelbijakan ini 

juga harus melnyelsuaikan delngan pelraturan pelrundang- undangan selbagai acuan 

agar pelraturan pelrundang-undangan tidak saling belrtelntangan10. 

 
 

8 Undang-Undang Dasar 1945 
9 Briantika, A. Kasus Saiful Mahdi Melmbuktikan SKB UU ITEl Tak Belrguna & Teltap Kare lt 

202, https://tirtol.id/kasus-saiful-mahdi-melmbuktikan-skb-uu-ite l-tak-belrguna-teltap-karelt-gjb3. 
10 Ridwan, “ E lksisste lnsi dan ke labsahan surat ke lputusan be lrsama 3 Me lnte lri te lntang 

pe lnjatuhan sanksi telrhadap pe lgawai nelge lri sipil”. Jurnal Hukum Ius Quaia Iustum, Voll 28 No l.1 
(2021) hal.1-20 
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Belrdasarkan uraian diatas dapat dilihat bahwa UU ITEl dalam pasal 27 ayat3 

telntang pelncelmaran nama baik sudah telrlihat jellas adanya pelnelgakan hukum. Di 

Pollda Sumut pastinya sudah banyak melnanggani kasus telntang pelncelmaran nama 

baik UU ITEl. Wilayah kelpollisian selbagai instutusi pelnelgak hukum melmpunyai 

pelran yang belsar dalam pelnelgakan hukum telrmasuk tindak pidana UU ITEl. Dalam 

sistelm pelradilan pidana, kelpollisian melrupakan institusi pelrtama yang mellakukan 

pelnanganan delngan cara mellakukan pelnyidikan, selhingga dapat dikatakan bahwa 

kelbelrhasilan pelnanggulangan cybelr sangat telrgantung pada hasil kelrja kelpollisian. 

Pollisi dapat mellakukan pelnangkapan, pelnahaman, pelnggelleldahan, melngamankan 

alat bukti, selrta tindakan lainnya yang dianggap pelrlu dalam pelnanganan pelrkara. 

Seltidaknya telrdapat belbelrapa kasus di Pollda Sumut yang dapat dikaitkan 
 
 

delngan surat kelputusan belrsama telntang melkanismel pelmidanaan pasal 27 ayat (3) 

Undang-Undang Infolrmasi dan Transaksi Ellelktrolnik UU ITEl yaitu : 

1. Selolrang jurnalis Belrnama Ismail Marzuki di lapolrkan ollelh istri Gubelrnur 

Sumatelra Utara delngan nolmolr lapolran pollisi 294/II/2021/Sumut/SPKT, 

tanggal 9 Felbruari. Telrdapat belbelrapa kolmpolneln yang tidak belrpeldolman 

kelpada SKB yaitu dellik pasal 27 (3) ini melrupakan dellik aduan yang absollut 

selhingga harusnya dilapolrkan selcara langsung ollelh kolrban tidak bolle lh 

diwakilkan, teltapi lapolran istri gubelrnur telrselbut dapat ditelrima dan 

dilanjutkan prolselsnya sampai volnis padahal disinyalir tidak melnelrapkan SKB 

delngan baik. 

2. Llolyd Relynolld Ginting Munthel selolrang jurnalis yang melmbelrikan 

pelmbelritaan selputar dugaan mafia tanah yang telrjadi di bukit siolsar 2000 

kabupateln karol diduga mellakukan tindak pidana pasal 27 (3) pelncelmaran 
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nama baik UU ITEl. Sama delngan kasus pelrtama tadi keldua jurnalis ini 

melngungkapkan dugaan telrjadinya keljahatan atau mal administrasi belrupa 

kritik yang disampaikan mellalui meldia jurnalis. Delngan belrdasarkan data dan 

fakta selhingga selharusnya apabila belrpeldolman kelpada SKB telrselbut maka 

prolsels hukum ini harus dihelntikan dan jangan sampai melmvolnis selselolrang 

telrsangka yang melnyatakan selbuah kritis dan fakta. 

Pasal 27 ayat (3) melnjadi selbuah prolduk hukum yang tidak melmiliki 

kelpastian karelna delngan mudah melnjelrat selselolrang yang dianggap belrbelda delngan 

olrang lain, pelnyampaian argumelntasi dan fakta melrupakan salah satu upaya untuk 

melmbelrikan fakta yang jellas dan ko lnkrit. Pelnelrapan pasal 27 (3) ini harusnya dapat 

belrpeldolman selcara pelnuh belrdasarkan SKB 3 Melntelri telrselbut selhingga tidak 

telrjadi diskriminasi dan abusel olf po lwelr (Pelnyalahgunaan kelkuasaan) dalam ruang 

lingkup pelnelgakan hukum di Indolnelsia khususnya Pollda Sumatelra Utara. 

Namun kelnyataannya pelnyidik cybelr bellum selpelnuhnya belrhasil dalam 

pelnanganan pelrkara selhingga belrdampak telrhadap pelrkara tidak sellelsai dan tidak 

sampai kel tahap pelnuntutan. Banyak pelrkara cybelr yang telrhelnti belgitu saja, padahal 

masyarakat melnghelndaki agar seltiap pelngaduan ditunda lanjuti sampai tuntas11. 

Keltelntuan kasus tindak pidana pelncelmaran nama baik telrdapat pelrubahan 

pada hukuman yang selbellumnya yaitu :Pasal 45 ayat (1) yang belrbunyi “seltiap 

olrang yang melmelnuhi unsur selbagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat 

 
 

11 Lubis, M.R., E lddy, T., & Sahari, A. “ Pe lran Pollri Dalam Me lnanggulangi Tindak Pidana 
Pe lnghinaan Dan/Atau Pe lnce lmaran Nama Baik Me llalui Me ldia E lle lktro lnik (Studi Di Po llda 
Sumate lra Utara)”, Jo lurnal olf E lducatioln, Humaniolra and So lcial Scie lnce l. Vo ll 5 No l. 2, (No lve lmbelr 
2022), hal 1419-1427 
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(2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana delngan pidana pelnjarapaling lama 6 (elnam) 

tahun dan/atau delnda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), 

kelmudian diubah melnjadi pasal 45 ayat (3) yang belrbunyi “seltiap olrang yang 

delngan selngaja dan tanpa hak melndistribusikan dan/atau melntransmisikan dan/atau 

melmbuat dapat diakselsnya infolrmasi ellelktrolnik yang melmiliki muatan pelnghinaan 

dan/atau pelncelmaran nama baik selbagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (3) 

dipidana delngan pidana pelnjara paling lama 4 (elmpat) tahun dan/atau delnda paling 

banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)12. 

Belrikut telrdapat pelnellitian telrdahulu Didik Sudarmadi pada tahun 2021 

delngan judul Kelbijakan Undang-Undang Infolrmasi Dan Transaksi Ellelktrolnik (ITEl) 

Telrhadap Tindak Pidana Pelnghinaan Atau Pelncelmaran Nama Baik Mellalui Intelrnelt. 

Upaya pelnanggulangan keljahatan pelrlu ditelmpuh delngan pelndelkatan kelbijakan, 

dalam arti ada keltelrpaduan antara pollitik kriminal dan pollitik solsial selrta ada 

keltelrpaduanantara upaya pelnanggulangan keljahatan delngan pelnal dan noln pelnal. 

Kelndala yang dihadapi ollelh aparat pelnelgak hukum saat ini adalah bagaimana 

melnjaring pellaku cybelrcrimel dikaitkan delngan keltelntuan hukum pidana yang 

belrlaku. Aparat pelnelgak hukum dihadapkan pada kelsulitan untuk melnelntukan 

kualifikasi keljahatanmelngingat sulitnya melnelmukan alat bukti.13 

Melnurut pelnulis, pelranan kelpollisian sangat dipelrlukan dalam pelnyellelsian 

pelncelmaran nama baik dalam pasal 27 ayat 3 UU ITEl yang belrdasarkan SKB agar 

 
 

12 Wulandari, I. , Undang-Undang Infolrmasi & Transaksi E lle lktro lnik. (Jakarta, Lelgality, 
2017), Hal. 281 

13Didik Sudarmadi, “Kelbijakan Undang-Undang Infolrmasi Dan Transaksi Elle lktro lnik 
(ITEl) Te lrhadap Tindak Pidana Pe lnghinaan Atau Pe lncelmaran Nama Baik Me llaluiIntelrne lt”, Te lsis, 
Surabaya:Univelrsitas Islam Sultan Agung. (2021) 
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siapapun pellakunya harus dinelrikan sanksi atau hukuman selcara tuntas dan telgas 

agar tidak belrpelrilaku selmbarangan di lingkungan atau di meldia solsial. Selhingga 

belrdasarkan pelnjellasan diatas pelnulis telrtarik untuk mellakukan pelnellitian yang 

belrjudul “Pencemaran Nama Baik Dalam Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang 

Informasi dan Transaksi Elektronik Terhadap Surat Keputusan Bersama Di 

Polda Sumut”. 

1.2 Rumusan Masalah 
 

Belrdasarkan uraian pada latar bellakang diatas, maka yang melnjadi rumusan 

masalah pada pelnellitian ini selbagai belrikut: 

1. Bagaimana Pelngaturan Hukum tentang Tindak Pidana Pencemaran Nama 

Baik di Indonesia? 

2. Bagaimana  Pelnelgakan Hukum telrhadap Pasal 27 ayat (3) UU ITEl delngan 

belrpeldolman Surat Kelputusan Belrsama Nolmolr KB/2/VI/2021 di Pollda 

Sumatelra Utara? 

1.3 Tujuan Penelitian 
 

Adapun yang melnjadi tujuan pada pelnellitian ini yaitu : 
 

1. Untuk melngeltahui bagaimana pelngaturan hukum telrhadap pasal 27 ayat (3) 

telntang pelncelmaran nama baik UU ITEl di Pollda Sumatelra Utara. 

2. Untuk melngeltahui telntang prolsels rumusan pelnelgakan hukum ollelh Pollda 

Sumatelra Utara telrhadap pelnelrapan pasal 27 ayat (3) UU ITEl belrdasarkan 

SKB Nolmolr KB/2/VI/2021. 

1.4 Manfaat Penelitian 
 

Sellain tujuan pelnellitian dalam pelnulisan prolpolsal pelnellitian ini telrdapat 

UNIVERSITAS MEDAN AREA
----------------------------------------------------- 
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area 

Document Accepted 28/3/24 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)28/3/24 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)

Roni Parulian Sinaga - Penegakan Hukum Pasal 27 Ayat (3) tentang....



10  

belbelrapa manfaat ialah, selbagai belrikut : 
 

1. Selcara telolritis 
 

Hasil pelnellitian ini dapat dijadikan selbagai bahan kajian lelbih lanjut untuk 

mellahirkan belbelrapa kolnselp ilmiah yang pada gilirannya akan melmbelri sumbangan 

pelmikiran bagi pelrkelmbangan ilmu hukum kelpidanaan khususnya melngelnai 

pellaksanaan lidik dan sidik dalam pelrkara tindak pidana UU ITEl ollelh Kelpollisian 

daelrah Sumatelra Utara. 

2. Selcara praktis 
 

a. Bagi pelnelliti hasil pelnellitian ini melmbelrikan manfaat bagi pelnelliti untuk 

melngeltahui telntang tindak pidana UU ITEl di wilayah kelpollisian daelrah 

Sumatelra Utara 

b. Selbagai peldolman dan masukan bagi selmua pihak telrutama masyarakat agar 

lelbih melmahami pellaksanaan lidik dan sidik dalam pelrkara tindak pidana UU 

ITEl o llelh Kelpollisian daelrah Sumatelra Utara. 

c. Selbagai bahan infolrmasi selmua pihak yang belrkaitan dan kalangan akadelmis 

untuk melnambah wawasan dalam bidang hukum kelpidanaan telrkait 

pellaksanaan lidik dan sidik dalam pelrkara tindak pidana kolrupsi ollelh 

Kelpollisian daelrah Sumatelra Utara. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tinjauan Umum tentang Pencemaran Nama Baik 
 

2.1.1 Pengertian Pencemaran Nama Baik 
 

Diantara jelnis-jelnis tindak pidana dalam KUHP telrdapat jelnis tindak pidana 

yang hanya dapat dilakukan pelnuntutan apabila ada pelngaduan dari pihak 

yangdirugikan, hal ini diatur dalam Bab VII KUHP telntang melngajukan dan melnarik 

kelmbali pelngaduan dalam hal keljahatan-keljahatan yang hanya dituntut atas 

pelngaduan. Salah satu tindak pidana aduan adalah tindak pidana pelncelmaran nama 

baik. 

Pelncelmaran nama baik melrupakan tindakan melncelmarkan nama baik 

selselolrangdelngan cara melnyatakan selsuatu baik mellalui lisan ataupun tulisan. 

Dalam pelncelmaran nama baik, telrdapat 3 catatan pelnting di dalamnya, yakni: 

“pelrtama, dellik dalam pelncelmaran nama baik melrupakan dellik yang belrsifat 

subyelktif, keldua, pelncelmaran nama baik melrupakan dellik pelnyelbaran, keltiga, 

olrang yang mellakukan pelncelmaran nama baik delngan melnuduh suatu hal”14. 

Belrdasar pada keltelrangan telrselbut belbelrapa hal catatan pelnting belrkelnaan delngan 

pelrihal: dellik dalam pelncelmaran nama baik melrupakan dellik yang belrsifat subyelktif 

yang artinya pelncelmaran nama baik sangat belrgantung kelpada pihak yang diselrang 

nama baiknya.14 

Ollelh karelnanya, dellik dalam pelncelmaran melrupakan dellik aduan yang hanya 

bisa diprolselsollelh pihak yang belrwelnang jika ada pelngaduan dari kolrban 

 
14Ridatullah, “De lfinisi Pe lnce lmaran Nama 

Baik”,http://pe lncelmarannamabaikblolg.blolgspolt.co lm/2012/05/delfinisi-pe lnce lmaran-namabaik.htm 
(Dikutip, 15 marelt 2023, 01,43 WIB 
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pelncelmaran. Pelncelmaran nama baik melrupakan dellik pelnyelbaran. Artinya, 

substansi yang belrisi pelncelmaran diselbarluaskan kelpada umum atau dilakukandi 

delpan umum ollelh pellaku. Olrang yang mellakukan pelncelmaran nama baik delngan 

melnuduh suatu hal yang dianggap melnyelrang nama baik selselolrang atau pihak lain 

harus dibelri kelselmpatan untuk melmbuktikan tuduhan itu. 

Pelrnyataan yang belrisikan infolrmasi yang tidak faktual dan biasanya 

celndelrung melrelndahkan selselolran dan pelrnyataan telrselbut dapat melrugikan olrang 

telrselbut melrupakan fitnah. Fitnah telrbagi dari dua jelnis utama, yaitu; pelncelmaran 

nama baik, dikatakan pelncelmaran nama baik jika pelrnyataan yang tidak faktual dan 

dapat melrugikan selselolrang dan pelrnyataan telrselbut dibuat dalam belntuk pelrmaneln, 

selpelrti tulisan, belrita di radiol atau tellelvisi. Dan gunjingan, dikatakan gunjingan jika 

pelrnyataan yang diselbarkan belrsifat tidak pelrmaneln, selpelrti celramah/pidatol. 

Biasanya jika telrjadi kasus pelncelmaran nama baik di surat kabar bisa melnimbulkan 

aksi pelrlawanan si pelnulis, elditolr, pelnelrbit dan distributolrnya. Lalu, para hakim juga 

harus dapat melmastikan bahwa kata-kata yang digunakan telrselbut melrupakan suatu 

fitnah atau bukan. Kolnselp pelncelmaran nama baik dalam hukum pidana yang diatur 

dalam KUHP didasarkan pada dua alasan pelnting. Pelrtama, dalam KUHP telrdapat 

keltelntuan-keltelntuan dasar yang dapat dijadikan peldolman dasar untuk 

pelnyusunan pelrundang-undangan pidana di luar KUHP. Tujuannya agar dapat 

melnciptakan kelsatuan dalam systelm pelmidanaan yang substansif dan telrciptanya 

harmolnisasi. 

Bagi bangsa Indolnelsia, pasal pelncelmaran nama baik dianggap selsuaidelngan 

karaktelr bangsa ini yang melnjunjung tinggi adat dan budaya timur, pelncelmaran 

nama baik dianggap mellanggar nolrma solpan santun bahkan bisamellanggar nolrma 
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agama jika yang dituduhkan melngandung unsur fitnah. 
 

Belrdasarkan hal telrselbut, pelncelmaran nama baik pada dasarnya melrupakan 

tindakan yang sudah dianggap selbagai belntuk keltidakadilan selbellum dinyatakan 

dalam undang-undang karelna tellah mellanggar kaidahsolpan santun. Bahkan 

lelbihdari itu, pelnghinaan dan pelncelmaran nama baik dianggap mellanggar nolrma 

agamajika dalam substansi pelncelmaran itu telrdapat fitnah. Telrlelbih lagi dalam 

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) hal ini tellah diatur dalam Bab XVI 

Telntang Pelnghinaan pasal 310 yang belrbunyi : 

1) Barang siapa melnyelrang kelholrmatan atau nama baik selselolrang delngan 

melnuduhkan selsuatu hal, yang maksudnya telrang supaya hal itu 

dikeltahuiumum, diancam karelna pelncelmaran delngan pidana pelnjara paling 

lama selmbilan bulan atau pidana delnda paling banyak elmpat ribu lima ratus 

rupiah. 

2) Jika hal itu dilakukan delngan tulisan atau gambaran yang disiarkan, 

dipelrtunjukkan atau ditelmpellkan di muka muka umum, maka diancam karelna 

pelncelmaran telrtulis delngan pidana pelnjara paling lama satu tahun elmpat 

bulan atau pidana delnda paling banyak elmpat ribu lima ratus rupiah. 

3) Tidak melrupakan pelncelmaran atau pelncelmaran telrtulis, jika pelrbuatan jellas 

dilakukan delmi kelpelntingan umum atau karelna telrpaksa untuk melmbella 

diri.15 

Belrdasarkan KUHP dan KUHAP pasal 310 di atas, jellaslah bahwa tindakanini 

telrmasuk kel dalam pelrbuatan yang sudah pasti sanksinya. Ollelh karelna itu, untuk 

dapat dijelrat delngan pasal pelncelmaran nama baik, unsur-unsur dari pasal 

 
15 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
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pelncelmaran nama baik harus telrpelnuhi. Jika unsur-unsurnya tidak telrpelnuhi, maka 

selselolrang tidak dapat dijelrat delngan pelncelmaran nama baik. Ukuran suatu 

pelrbuatan dapat dikatelgolrikan selbagai pelncelmaran nama baik olrang lainmasih 

bellum jellas karelna banyak faktolr yang harus dikaji. Dalam hal pelncelmaran nama 

baik atau pelnghinaan yang helndak dilindungi adalah kelwajiban seltiap olrang untuk 

melngholrmati olrang lain dari sudut kelholrmatannya dan nama baiknya dimata olrang 

lain. 

2.1.2 Tinjauan Umum Hukum Pidana Pencemaran Nama Baik 
 

Melskipun masih dalam suatu prolsels pelrdelbatan, keltelntuan-keltelntuan telntang 

pelnghinaan yang telrdapat dalam Bab XVI, Buku II KUHP dianggap masih sangat 

rellelvan. Pelnghinaan atau delfamatioln selcara harfiah dimaknai selbagaiselbuah 

tindakan yang melrugikan nama baik dan kelholrmatan selselolrang. 

Indolnelsia untuk pelmbelrlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

(KUHP) do lminan melrupakan duplikasi Weltbolelk van Strafrelcht vololr Nelthelrland 

Indiel yang pada dasarnya sama delngan KUHP Bellanda (W.v.S). KUHP Bellanda 

yang dibelrlakukan seljak 1 Selptelmbelr 1886, itu pun melrupakan kitab undang- 

undang yang celndelrung melniru pandangan Coldel Pelnal-Prancis yang sangat banyak 

dipelngaruhi systelm hukum Rolmawi. Selcara seldelrhana, dapat dikatakan telrdapat 

selbuah jelmbatan seljarahantara keltelntuan telntang pelnghinaan yang diatur dalam 

KUHP Indo lnelsia delngan pelrkelmbangan histolrisawal telntang libellli famolsi di masa 

Rolmawi Kunol. Selpelrti yang telrcantum dalam KUHP pelncelmaran nama baik 

diistilahkan selbagai pelnghinaan/pelnistaan telrhadap selselolrang yang telrdapat dalam 

Bab XVI, BukuI KUHP khususnya pada Pasal 310, Pasal 311, Pasal 315, Pasal 317 

dan Pasal 318 KUHP. Pasal Pidana telrhadap pelrbuatan pelnghinaan telrhadap 
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selselolrang, selcara umum diatur dalam Pasal 310, Pasal 311 ayat (1), Pasal 315, Pasal 
 

317 ayat (1) dan Pasal 318 ayat (1) KUHP. Belrkaitan delngan hal telrselbut, R.Solelsilol 

melnelrangkan apa yang dimaksud delngan melnghina : 

“Melnyelrang kelholrmatan dan nama baik selselolrang, di mana yangdiselrang 

biasanya melrasa malu akibat adanya tindakan trselbut. Kelholrmatan yang diselrang 

disini hanya melngelnai kelholrmatan telntang nama baik, bukan kelholrmatan dalam 

lapangan selksuil”16 

Belrdasarkan Pasal 310 ayat (1) KUHP, pelnghinaan yang dapat dipidana harus 

dilakukan delngan cara melnuduh selselolrang tellah mellakukan pelrbuatan yang 

telrtelntu, delngan maksud tuduhan itu akan telrsiar (dikeltahui olrang banyak). 

Pelrbuatan yang dituduhkan tidak pelrlu suatu pelrbuatan yang bollelh dihukum selpelrti 

melncuri, melnggellapkan, belrzina, dan selbagainya. Pelrbuatan telrselbut cukup 

pelrbuatan biasa, yang sudah telntu melrupakan pelrbuatan yang melmalukan, misalnya 

melnuduh bahwa selselolrang tellah belrsellingkuh. Dalam hal ini bukan pelrbuatan yang 

bollelh dihukum, akan teltapi cukup melmalukan bagi yang belrkelpelntingan bila 

diumumkan. Tuduhan telrselbut harus dilakukan delngan lisan, apabila dilakukan 

delngan tulisan (surat) atau gambar, maka pelnghinaan itu dinamakan 

“melnista/melnghina delngan surat (selcara telrtulis)”, dan dapat dikelnakan Pasal 310 

ayat (2) KUHP. Belrdasarkah uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pelncelmaran 

nama baik selpelrti yang telrcantum dalam Pasal 310 KUHP adalah pihak yang 

diselrang kelholrmatannya, direlndahkan martabatnya, selhingga namanya melnjadi 

telrcella di delpan umum. Namun, teltapada pelmbellaan bagi pihak yang dituduh 

 
 

16 Ina Suciati, http://www.lnasso lciate ls.colm/article ls-libe ll-law-inindolne lsia.html 
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mellakukan pelncelmaran nama baik apabila melnyampaikan suatu infolrmasi 

kelpublik. Pelrtama, pelnyampaian infolrmasi itu ditujukan, keldua, untuk melmbella 

diri. Keltiga, untuk melngungkapkan kelbelnaran. Selhingga olrang yang 

melnyampaikan infolrmasi, selcara lisan ataupun telrtulis dibelri kelselmpatan untuk 

melmbuktikan bahwa tujuannya itu belnar. Kalau tidak bisa melmbuktikan 

kelbelnarannya, itu namanya pelnistaan atau fitnah. 

2.1.3 Dampak Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik 
 

 UU ITE 2008 telah menetapkan 8 pasal ketentuan pidana namun UUITE 

2016 telah melakukan perubahan Pasal 45 dan penambahan Pasal 45 A dan 45 B 

yang kesemuanya berfungsi menjerat pelaku tindak pidana yang berkaitan dengan 

kejahatan Teknologi Informasi (Cyber Crime). Adapun satu diantaranya adalah 

Pasal 45 ayat (3) UUITE 2016 : 

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau 

mentransmisikan dan/atau dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen 

elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling 

lama 4 (empat) tahun dan/atau  denda paling banyak Rp750.000.000.00 (tujuh ratus 

lima puluh juta rupiah)” 

Perubahan elemen dasar ketentuan Pasal 45 ayat (1) UUITE 2008 menjadi 

Pasal 45 ayat (3) UUITE 2016 terkait penghinaan/pencemaran nama baik adalah 

lamanya pemidanaan yang berkurang dari pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun 

menjadi 4 (empat) tahun sedangkan denda dari semula 1 miliar menjadi 750 juta. 

Adapun dampak berkurangnya ancaman pidana tersebut maka tersangka/terdakwa 

tidak dapat ditahan oleh penyidik, penuntut umum maupun hakim. 
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Dalam UUITE 2008 penghinaan/pencemaran nama baik merupakan delik 

biasa sehingga dapat diproses secara hukum sekalipun tidak adanya pengaduan dari 

korban namun dengan mengacu pada KUHP sebagaimana maksud UUITE 2016 

maka delik tersebut berubah menjadi delik aduan (klacht delic) yang mengharuskan 

korban membuat pengaduan kepada pihak yang berwajib. Muatan norma penjelasan 

Pasal 27 UUITE 2016 secara tidak langsung mengadopsi pertimbangan Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 Jo Putusan MK Nomor 2/PUU-

VII/2009. 

Dalam pertimbangan Putusan MK 50/PUU-VI/2008 disebutkan bahwa 

keberlakuan dan tafsir atas Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak dapat dipisahkan dari 

norma hukum pokok dalam Pasal 310 dan pasal 311 KUHP sebagai genus 

delict yang mensyaratkan adanya pengaduan (klacht) untuk dapat dituntut, harus juga 

diperlakukan terhadap perbuatan yang dilarang dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE, 

sehingga Pasal a quo juga harus ditafsirkan sebagai delik yang mensyaratkan 

pengaduan (klacht) untuk dapat dituntut di depan Pengadilan 
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2.2 Tinjauan Umum tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 
 

2.2.1 Pengertian Informasi dan Transaksi elektronik 
 

Istilah infolrmasi selcara eltimo llolgi melmiliki arti pelnelrangan; keltelrangan;kabar 

atau pelmbelritahuan18 Barry B. Sololkman dalam bukunya yang belrjudulColmputelr, , 

intelrnelt, dan Ellelctrolnic Colmmelrcel Telrms: Judicial, Lelgislavel, and Telchnical 

Delfiinitiolns melnelrangkan bahwa kolnselp infolrmasi melmiliki kolnoltasi yang sangat 

luas. Pelrintah atau selrangkaian pelrintah saja sudah dapat dimaknai selbagai 

‘infolrmasi’19. Pelngelrtian ‘infolrmasi ellelktrolnik’ selcara lelbihlelngkap dapat dilihat 

dalam Pasal 1 angka 1 UU ITEl, yang melnyelbutkan bahwa : 

“ Info lrmasi ellelktrolnik adalah satu atau selkumpulan data ellelktrolnik, telrmasuk 

teltapi tidak telrbatas pada tulisan, suara, gambar, pelta, rancangan, foltol, Ellelktrolnik 

Data Intelrchangel (ElDI), surat ellelktrolnik (ellelktrolnik mail),tellelgram, tellelks, tellelcolpy 

atau seljelnis nya, huruf, tanda, angka, koldel aksels,simboll, atau pelrfrasi yang tellah 

diollah yang melmiliki arti atau dapat dipahami ollelh olrang yang mampu 

melmahaminya.” 

Infolrmasi ellelktrolnik melrupakan salah satu hal yang diatur selcara substansial 

dalam UU ITEl. Pelrkelmbangan pelmanfaatan infolrmasi ellelktrolnik delwasa ini, sudah 

melmbelrikan kelnyamanan dan kelmanfaatannya. Pelmanfaatan info lrmasi ellelktrolnik, 

melmbelrikan manfaat de lngan melnjamurnyausaha kelcil dan me lnelngah di bidang 

pelnjualan jasa selpelrti warung-warung intelrnelt (warnelt). 

 
 
 
 
 

17 Adami Chazawi, Hukum Pidana Polsitif Pe lnghinaan, (Banyumeldia Publishing, 
Malang), Hal. 215 

18W.J.S Po le lrwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indolnelsia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2013), 
Hal. 380 

19 M. Arsyad Sanusi, Hukum dan Te lknollo lgi Infolrmasi, Hukum dan Te lknollo lgi Infolrmasi, 
(Jakarta, Tim Ke lmas Buku, 2005) Hal. 6 
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Pelmanfaatan infolrmasi ellelktrolnik juga dimanfaatkan dalam selktolr 

pelmelrintah, baik sipil maupun TNI/ Pollri, Kolmisi Pelmilihan Umum, yang selcara 

oltolmatis melmanfaatkan infolrmasi ellelktrolnik untuk kelpelntingan pelngawasan dan 

pelngelndalian fungsi pelmelrintah. Belbelrapa instansi pelmelrintahan juga tellah sudah 

mellaksanakan systelm nolboldy colntact, tanpa pelrlu belrtatap muka selgala prolsels 

administrasi dapat dijalankan delngan melnggunakan ellelktrolnik20. 

Pelrbuatan yang dilarang ollelh UU ITEl belrkaitan delngan infolrmasi ellelktrolnik 

diantaranya adalah melndistribukan, atau melmbuat dapat diakselsnya infolrmasi 

ellelktrolnik, yang muatannya belrisi mellanggar kelsusilaan, muatan pelrjudian, 

pelnghinaan atau pelncelmaran nama baik atau pelmelrasan dan atau pelngancaman. 

Muatan yang belrisi mellanggar kelsusilaan diantaranya adalah pelnayangan gambar- 

gambar polrnol dalam situs-situs intelrnelt maupun tellelpo ln sellulelr. Pelnayangan 

gambar polrnol itu, sellain mellanggar UU ITEl juga mellanggar Undang-Undang 

No lmolr 44 Tahun 2008 telntang Polrnolgrafi21. 

Sellain infolrmasi ellelktolrnik, transaksi ellelktrolnik juga melrupakan salah satu hal yang 

diatur selcara substansial dalam UU ITEl. Dalam Pasal 1 angka 2 UU ITEl yang 

dimakud delngan transaksi ellelktolrnik adalah pelrbuatan hukum yang dilakukan 

delngan melnggunakan Kolmputelr, jaringan Kolmputelr, dan/ataumeldia ellelktrolnik 

lainnya. Transaksi e llelktrolnik dalam bahasa po lpulelr selring dikatakan e llelctrolnic 

transactioln atau el-colmmelrcel. 

20 Tolbing, Raida L., elt.al. Pelne llitian Hukum Telntang Elfe lktifitas UU No l. 11 Tahun 2008 
Te lntang Infolrmasi dan Transaksi E lle lktro lnik. (Jakarta: Badan Pe lmbinaan Hukum Nasio lnal 
Ke lme lntrian Hukum dan HAM RI, 2010) Hal. 219 

21 Ibid 
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Pelnyellelnggaraan transaksi ellelktrolnik dapat dilakukan dalam lingkup publik 

ataupun privat. Kelbelradaan lingkup pelnyellelnggara telrselbut dimaksud untuk 

melmbelrikan pelluang pelmanfaatan telknollolgi infolrmasi ollelh pelnyellelnggara nelgara, 

olrang, badan usaha, dan/atau masyarakat. Pelmanfaatan Telknollolgi Infolrmasi 

telrselbut harus dilakukan selcara baik, bijaksana, belrtanggung jawab, elfelktif, dan 

elfisieln agar dapat dipelrollelh manfaat yang selbelsar-belsarnya bagi masyarakat.22 

Kelgiatan infolrmasi dan transaksi ellelktrolnik yang dilakukan melnghasilakan 

belntuk yang belragam, dalam UU ITEl yang dimaksud delngan hasil itu adalah 

„dolkumeln ellelktrolnik‟. Pasal 1 angka 3 UU ITEl melmbelrikan pelngelrtian telrkait 

delngan dolkumeln ellelktrolnik, selbagai belrikut: 

“Dolkumeln Ellelktrolnik adalah seltiap Infolrmasi Ellelktrolnik yang dibuat, 

ditelruskan, dikirimkan, ditelrima, atau disimpan dalam belntuk analolg, digital, 

ellelktrolmagneltik, olptikal, atau seljelnisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau 

didelngar mellalui Kolmputelr atau Sistelm Ellelktrolnik telrmasuk teltapi tidak telrbatas 

pada tulisan, suara, gambar, pelta rancangan, foltol atau seljelnisnya, huruf, tanda, 

angka, Koldel Aksels, simboll atau pelrfolrasi yang melmiliki makna atau arti atau dapat 

dipahami ollelh olrang yang mampu melmahaminya”. 

Pelngelrtian infolrmasi dan transkasi ellelktrolnik dalam pelnellitian ini disajikan 

untuk melmbelrikan batasan makna telrhadapnya yang diambil belrdasarkan keltelntuan 

hukum polsitif yang ada di Indo lnelsia, khususnya UU ITE l. Info lrmasi dan transaksi 

ellelkto lnik selbagaimana tellelh ditafsirkan o llelh pelmbelntuk undang-undangan delngan 

makna oltelntiknya itulah yang nantidigunakan se lbagai acuan untuk 

 
 

22 Pasal 17 Undang-Undang Nolmo lr 11 Tahun 2008 te lntang Info lrmasi dan Transaksi 
E lle lktrolnik 
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melnilai barang bukti masalah dalam kasus Baiq Nuril, yakni pelrelkaman suara. 

Untuk melnilai validitas dari selbuah relkaman suara telrselbut harus melmelnuhi 

unsur dolkumeln  ellelktrolnik selbagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 UU 

ITEl 

2.2.2 Pengaturan Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik 
 

Glolbalisasi infolrmasi tellah melnelmpatkan Indolnelsia selbagai bagian dari 

masyarakat infolrmasi dunia. Seliring delngan pelrkelmbangan dan kelmajuan 

Telknollolgi Infolrmasi yang delmikian pelsat tellah melnyelbabkan pelrubahan kelgiatan 

kelhidupan manusia dalam belrbagai bidang yang selcara langsung tellahmelmelngaruhi. 

lahirnya belntuk-belntuk pelrbuatan hukum baru melngharuskan dibelntuknya 

pelngaturan melngelnai pelngellollaan Infolrmasi dan Transaksi Ellelktrolnik di tingkat 

nasiolnal selhingga pelmbangunan Telknollolgi Infolrmasi dapat dilakukan selcara 

olptimal, melrata, dan melnyelbar kel selluruh lapisan masyarakat guna melncelrdaskan 

kelhidupan bangsa, selrta melndukung pelrtumbuhan pelrelko lnolmian nasiolnal untuk 

melwujudkan kelseljahtelraan masyarakat23. 

Belrdasarkan pelrtimbangan selbagaimana diselbutkan di atas maka DPR RI 

belrsama Prelsideln RI pada tanggal 21 April 2008 melngelsahkan danmelngundangkan 

Undang-Undang Nolmolr 11 Tahun 2008 telntang Infolrmasi dan Transaksi Ellelktrolnik 

(UU ITEl). UU ITEl ini dibuat dalam rangka melndukung telknollolgi infolrmasi mellalui 

infrastruktur hukum dan pelngaturannya selhingga pelmanfaatan telknollolgi infolrmasi 

dilakukan selcara aman, untuk melncelgah pelnyalahgunaannya  

 

23 Undang-Undang No lmolr 11   Tahun   2008   te lntang   Infolrmasi dan Transaksi 
E lle lktrolnik 

 

delngan melmpelrhatikan nilai-nilaiagama dan solsial budaya masyarakat Indolnelsia. 
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Sellain daripada itu, folkus utama dari UU ITEl adalah melmbelrikan kelpastian hukum 

telrhadap kelbelradaan suatu data atau infolrmasi yang dihasilkan ollelh sistelm 

ellelktrolnik belrikut akuntabilitas sistelm ellelktrolnik itu selndiri dilelngkapi delngan 

belbelrapa keltelntuan hukum yang melngatur pelnyellelnggaraannya dan akibat 

pelmanfaatannya telrselbut baik untuk kelpelntingan hukum individual, kolmunal 

maupun nasiolnal bahkan intelrnatiolnal24. Selcara garis matelri muatan UU ITE l 

disusun dalam sistelmatika selbagai belrikut: 

BAB I :Keltelntuan Umum 
 

BAB II :Asas dan Fungsi 
 

BAB III :Infolrmasi, Dolkumeln, dan Tanda Tangan 
 

BAB IV :Pelnyellelnggara Selrtifikasi Ellelktrolnik dan Sistelm Ellelktrolnik 

BAB V :Transaksi Ellelktrolnik 

BAB VI :Nama Dolmain,Hak Kelkayaan Intellelktual dan Pelrlindungan Hak 

Pribadi 

BAB VII :Pelrbuatan yang dilarang BAB VIII :Pelnyellelsaian Selngkelta 

BAB IX :Pelran Pelmelrintah dan Pelran Masyarakat BAB X :Pelnyidikan 

BAB XI :Keltelntuan Pidana BAB XII :Keltelntuan Pelralihan 

BAB XIII :Keltelntuan Pelnutup 
 

2.2.3 Bentuk Bentuk Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Undang 

Undang Informasi dan Transaksi Elektronik 

Pencemaran nama baik terbagi menjadi 2 macam yaitu, pencemaran nama 

baik secara lisan dan percemaran nama baik tertulis. Dalam buku Oemar Seno Adji, 

pencemaran nama baik dikenal dengan istilah penghinaan, dimana dibagi menjadi:  

1) Penghinaan materiil Penghinaan yang terdiri dari suatu kenyataan 

yang meliputi pernyataan yang objektif dalam kata-kata secara lisan 
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maupun secara tertulis, maka yang menjadi faktor menentukan adalah 

isi dari pernyataan baik yang digunakan secara tertulis maupun lisan. 

Masih ada kemungkinan untuk membuktikan bahwa tuduhan tersebut 

dilakukan demi kepentingan umum.  

2) Penghinaan formil Dalam hal ini tidak ditemukan isi dari penghinaan, 

melainkan bagaimana pernyataan yang bersangkutan itu dikeluarkan. 

Bentuk dan caranya yang merupakan faktor menentukan. Pada 

umumnya cara untuk menyatakannya adalah dengan cara kasar dan 

tidak objektif. Kemungkinan untuk membuktikan kebenaran dari 

tuduhan tidak ada dan dapat dikatakan bahwa kemungkinan tersebut 

adalah ditutupKUHP mengartikan penghinaan didalam Pasal 310 ayat 

(1) dan (2), yang isinya: a. Pasal 310 ayat (1): Barang siapa dengan 

sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan 

menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud nyata akan 

tersiarnya tuduhan itu, dihukum dengan menista, dengan hukuman 

penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-

banyaknya Rp. 4.500,-_. b. Pasal 310 ayat (2): ^Kalau hal ini 

dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukan 

pada umum atau ditempelkan, maka yang berbuat itu dihukum karena 

menista dengan tulisan dengan hukuman penjara selama-lamanya satu 

tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500.  

Bentuk Perbuatan Yang Dikualifikasikan Sebagai Tindak Pidana 

Pencemaran Nama Baik Menurut Hukum Pidana Di Indonesia Ada 2 macam 

pencemaran nama baik menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu : 1. 

Secara lisan adalah pencemaran nama baik yang diucapkan atau dilakukan dengan 
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orang. 2. Secara tertulis adalah pencemaran nama baik yang dilakukan melalui 

tulisan (cetakan). 

Menurut Adami Chazawi, Berdasarkan Pasal 310 ayat (1) KUHP, maka 

unsur-unsur yang terdapat di dalamnya adalah24

1. Unsur Objektif  

a. Perbuatannya  

b. Menyerang 

c. Objeknya :  

1) Kehormatan orang  

2) Nama baik orang 

d. Caranya : dengan menuduhkan perbuatan tertentu  

2. Unsur Subjektif Kesalahan :  

a. Sengaja  

b. Maksudnya terang supaya diketahui umum.  

Berdasarkan Pasal 310 ayat (1) KUHP, perbuatan menyerang, tidaklah 

bersifat fisik, karena terhadap apa yang diserang (objeknya) memang bukan fisik 

tapi perasaan mengenai kehormatan dan perasaan mengenai nama baik orang. Objek 

yang diserang adalah rasa/perasaan harga diri mengenai kehormatan, dan 

rasa/perasaan harga diri mengenai nama baik seseorang.  

Rasa harga diri di bidang kehormatan berbeda dengan rasa harga diri di bidang 

nama baik, meskipun diantara keduanya ada sifat yang sama, sifat yang sama itu 

terletak pada akibat penyerangan. Baik penyerangan terhadap kehormatan maupun 

terhadap nama baik, kedua-duanya menimbulkan perasaan turun atau jatuhnya atau 

 
24Adami Chazawi, Hukum Pidana Positif Penghinaan, Bayumedia Publising, Malang, 2013, hlm. 92   
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tercemarnya rasa harga diri atau martabat seseorang.  

Perbuatan menyerang menurut Pasal 310 ayat (1) adalah berupa perbuatan 

dengan ucapan, caranya melakukan perbuatan menyerang yakni dengan menuduh. 

Ukuran dari suatu ucapan yang menuduhkan suatu perbuatan sehingga dianggap 

menyerang harga diri mengenai kehormatan atau nama baik kriterianya adalah nilai-

nilai yang hidup di masyarakat, artinya penilaian orang pada umumnya. Hakim 

harus mampu menangkap nilainilai kesopanan yang hidup di masyarakat. Disinilah 

letak sudut objektif dari pencemaran khususnya dan penghinaan pada umumnya. 

Sedangkan khususnya bagi korban, apakah ucapan-ucapan kotor dinilainya 

menyerang kehormatan dan nama baiknya? Mengingat bahwa kepekaan akan rasa 

malu atau ketersinggungan atas kehormatan dan nama baik tidak sama bagi setiap 

orang. Penghinaan yang dapat dipidana harus dilakukan dengan cara menuduh 

seseorang telah melakukan suatu perbuatan tertentu, dengan maksud tuduhan 

tersebut akan tersiar dan diketahui di muka umum. Isi atau apa yang dituduhkan 

dalam pencemaran tidak penting tentang benar ataukah palsu. Walaupun tidak 

penting tentang benar salahnya perihal isi tuduhan, yang terpenting ada 

pengaruhnya bagi si pembuat yang mencemarkan.  

Perbuatan yang dituduhkan tidak perlu tindak pidana umum seperti penipuan, 

pencurian, pemerkosaan, akan tetapi perbuatan tersebut cukup dengan menuduh 

seseorang di muka umum, bahwa seseorang tersebut telah melakukan 

perselingkuhan, sehingga tuduhan tersebut membuat seseorang malu dan merasa 

dicemarkan nama baiknya. Tuduhan tersebut harus dilakukan dengan lisan, apabila 

dilakukan dengan tulisan atau gambar, maka penghinaan itu disebut 

menista/menghina dan dapat dituntut dengan Pasal 310 ayat (2) KUHP : 

“jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, 
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dipertunjukan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran 

tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana 

denda paling banyak empat ribu lima ratus ribu rupiah”.  

Rumusan Pasal 310 ayat (2), jika dirinci terdapat unsur-unsur sebagai 

berikut26:

1. Semua unsur subjektif dan objektif pada pasal 310 ayat (1)  

2. Menuduh melakukan perbuatan dengan cara/melalui  

3. Tulisan atau gambar, yang dilakukan dengan cara :  

a. yang disiarkan;  

b. yang dipertunjukkan, dan atau  

c. yang ditempelkan.  

Pencemaran yang dilakukan dengan menggunakan “tulisan dan gambar”. 

Tulisan adalah hasil dari pekerjaan menulis baik dengan tangan maupun alat apapun 

yang wujudnya berupa rangkaian kata-kata/kalimat dalam bahasa apapun yang 

isinya mengandung arti tertentu, menyerang kehormatan dan nama baik orang 

dilakukan di atas sebuah kertas atau benda lainnya yang sifatnya dapat ditulisi. 

Tulisan boleh dibuat dalam bahasa apapun, asalkan bahasa yang dimengerti oleh 

orang-orang di mana tempat itu disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan. Hal ini 

berhubungan dengan dapat tercemarnya nama baik dan kehormatan orang lain. 

Apabila isi tulisan itu dapat dimengerti oleh umum atau orang-orang di mana tempat 

pencemaran itu dilakukan, kesengajaan si pembuat ditujukan agar isi tulisan 

diketahui umum.  

 

 
26 ibid 
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Untuk itu haruslah menggunakan bahasa yang dimengerti oleh lingkungan 

masyarakat di mana tulisan itu disiarkan, dipertunjukkan dan ditempelkan.  

2.3 Tinjauan Umum tentang Surat Keputusan Bersama 

2.3.1 Pengertian Surat Keputusan Bersama 
 

Surat Kelputusan Belrsama (SKB) melrupakan selbuah belntuk kelbijakan yang 

dibelntuk selcara belrsama ollelh pelmelrintah dalam rangka melmelcahkan masalah yang 

timbul di masyarakat. SKB biasanya dikelluarkan ollelh Pelmelrintah yaitu telrdiri dari 

belbelrapa lelmbaga nelgara apabila dalam keladaan melndelsak yang biasanya dijadikan 

peldolman atau dasar tindakan. 

Istilah SKB pelrtama kali digunakan selcara relsmi pada Pelneltapan Prelsideln 

Nolmolr 1/PNPS Tahun 1965 telntang Pelncelgahan Pelnyalahgunaan dan/atau 

Pelnoldaan Agama yaitu di Pasal 2 Ayat (1), yang belrbunyi : Barang siapa mellanggar 

keltelntuan telrselbut dalam pasal 1 dibelri pelrintah dan pelringatan kelras untuk 

melnghelntikan pelrbuatannya itu di dalam suatu kelputusan belrsamaMelntelri Agama, 

Melntelri/Jaksa Agung dan Melntelri Dalam Nelgelri27

Belrdasarkan bunyi pasal ini istilah Kelputusan Belrsama tellah digunakan seljak 

tahun 1960-an dan selmakin banyak aturan telrtulis dalam belntuk kelputusan belrsama 

yang dibelntuk ollelh pelmelrintah atau lelmbaga-lelmbaga nelgara. Pada awalnya 

Kelputusan Belrsama hanya dilakukan ollelh selsama Melntelri selpelrti di Surat 

Kelputusan Belrsama Melntelri Luar Nelgelri Relpublik Indo lnelsia dan Melntelri 

Pelndidikan dan ke lbudayaan relpublic Indolnelsia. Nolmolr 8724/67/01 dan No lmolr 

068/1967 te lntang Pelraturan telntang Peldolman Pelnyellelnggaraan Se lkollah-Selkollah 

Indolnelsia di Luar Nelgelri. 

 
27Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  
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Namun selkitar tahun 1980-an pelmbuatan Kelputusan Be lrsama tidak hanya 

dibuat antar se lsama Melntelri lagi me llainkan tellah mellibatkan belbelrapa lelmbaga 

nelgara selpelrti Kelpollisian Relpublik Indo lnelsia, Keljaksaan Agung, dan be lbelrapa 

lelmbaga nelgara lainnya, salah satu co lnto lhnya itu SKB pada tahun 1980 yaitu Surat 

Kelputusan Be lrsama Melntelri Pelndidikan dan Kelbudayaan Re lpublik Indo lnelsia dan 

Kelpala Kelpollisian Relpublik Indolnelsia Nolmolr 0214/0/1980, Nolmolr: 

KElP/12/VIII/80 te lntang Pelmbinaan, Pelngelmbangan danTanggung Jawab Bidang 

Akadelmik Pe lrguruan Tinggi Ilmu Ke lpollisian Ollelh Delpartelmeln Pelndidikan dan 

Kelbudayaan, dan juga SKB yang disahkan pada bulan Juni 2021 yaitu Surat 

Kelputusan Belrsama Melntelri Kolmunikasi dan Infolrmatika Relpublik Indolnelsia, 

Jaksa Agung dan Kelpala Kelpollisian Nelgara Relpublik Indo lnelsia Nolmolr 229 Tahun 

2021, Nolmo lr 154 Tahun 2021 dan Nolmolr KB/2/VI/2021 telntang Peldolman 

Implelmelntasi atas Pasal Te lrtelntu dalam Undang- Undang No lmolr 11 Tahun 2008 

telntang Infolrmasi dan Transaksi Ellelktrolnik selbagaimana tellah diubah delngan 

Undang-Undang No lmolr 19 Tahun 2016 te lntang Pelrubahan atas Undang- Undang 

No lmolr 11 Tahun 2008 telntang Info lrmasi dan Transaksi Ellelktrolnik28

2.1.1 Implementasi Surat Keputusan Bersama 
 

Surat Kelputusan Belrsama Melntelri Kolmunikasi dan Info lrmatika Relpublik 

Indolnelsia, Jaksa Agung dan Kelpala Kelpollisian Nelgara Relpublik Indolnelsia Nolmolr 

229 Tahun 2021, Nolmolr 154 Tahun 2021 dan Nolmolr KB/2/VI/2021 te lntang 

Peldolman Implelmelntasi atas Pasal Telrtelntu dalam Undang- Undang Nolmolr 11 

Tahun 2008 te lntang Infolrmasi dan Transaksi E llelktrolnik selbagaimana tellah diubah 

 
28Alvio llita, F. P., & Arie lf, B. N, “Ke lbijakan Fo lrmulasi te lntang Pe lrumusan Tindak Pidana 

Pe lnce lmaran Nama Baik dalam Pe lmbaharuan Hukum Pidana di Indo lne lsia”, Law Re lfo lrm, Vo ll15 
No l.1 (2019) hal. 130-148 
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delngan Undang-Undang Nolmolr 19 Tahun 2016 te lntang Pelrubahan atas Undang- 

Undang No lmolr 11 Tahun 2008 te lntang Infolrmasi dan Transaksi E llelktrolnik (SKB 

Peldolman Implelmelntasi UU ITE l) melrupakan SKB yang diteltapkan pada 23 Juni 

2021 ollelh tiga lelmbaga nelgara yaitu Kelmelntelrian (Melntelri Kolmunikasi dan 

Infolrmatika Re lpublik Indo lnelsia), Jaksa Agung, dan Kelpala Kelpollisian Nelgara 

Relpublik Indo lnelsia. SKB ini dibuat akibat dari pellaksanaan UU ITEl masih 

melnimbulkan multitafsir dan kolntrolvelrsi di lingkungan masyarakat selhingga 

dibuatlah SKB ini agar melnjadi peldolman implelmelntasi bagi Aparat Pelnelgak 

Hukum dalam melnjalankan tugas dan welwelnangnya. 

Dalam SKB Peldolman Implelmelntasi UU ITEl yang dijellaskan peldolman 

implelmelntasinya bagi aparat pelnelgak hukum yang belrtugas telrdapat pada Pasal 27 

Ayat (3) yang me lmbahas telntang tindak pidana pe lnghinaan dan/atau pe lncelmaran 

nama baik, pada SKB melnjellaskan fo lkus pasal ini adalah pelrbuatan yang dilakukan 

selcara melndistribusikan/me lntransmisikan/melmbuat diakselsnya infolrmasi yang 

muatannya kelholrmatan selselolrang delngan melnuduhkan selsuatu hal supaya 

dikeltahui umum; bukan melrupakan dellik pidana (pelnghinaan/pelncelmaran nama 

baik) jika muatan yang dimaksud didistribusikan/ditransmisikan/me lmbuat dapat 

diakselsnya infolrmasi jika kolntelnnya belrupa pelnilaian, pelndapat, hasil elvaluasi atau 

selbuah kelnyataan melskipun kolntelnnyabelrisi cacian, eljelkan, dan/atau kata-kata 

yang tidak pantas; Pasal 27 Ayat (3) me lrupakan dellik aduan abso llut yang dimana 

harus kolrban selndiri yang mellapolrkan bukan institusi, kolrpolrasi, prolfelsi atau 

jabatan; bukan me lrupakan dellik pidana (pelnghinaan/pelncelmaran nama baik) jika 

muatan yang dimaksud diselbar mellalui sarana grup pelrcakapan yang belrsifat 

telrtutup atau te lrbatas; untuk pelmbelritaan di intelrnelt yang dilakukan institusi pe lrs 

dibelrlakukan Undang-Undang Nolmolr 40 Tahun 1999 telntang Pelrs yang melrupakan 
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lelx spelcialis dan me llibatkan Delwan pelrs, kelcuali apabila wartawan se lcara pribadi 

melngunggah tulisan pribadinya di meldia solsial maka teltap belrlaku UU ITE29 

Surat Kelputusan Belrsama (SKB) yang dite ltapkan ollelh Melntelri Kolmunikasi 

dan Infolrmatika,Jaksa Agung, dan Ke lpala Kelpollisian Nelgara Relpublik Indolnelsia 

dipelrkelnalkan selbagai buku saku bagi pelnelgak hukum untuk melnjalankan tugas dan 

kelwelnangannya se lbellum telrbelntuk UU ITE l yangbaru. Pelrubahan undang-undang 

melmbutuhkan waktu yang lama karelna harus mellalui tahap lelgislatif yaitu 

pelrelncanaan, pelnyusunan, nelgolsiasi, ratifikasi, dan pelngelsahan30 

 

SKB UU ITE l dinilai tidak be lrdampak bagi masyarakat. SKB UU ITE l tidak 

telrmasuk dalam prolduk hukum selbagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang- 

Undang No lmolr 12 Tahun 2011 telntang Pelmbelntukan Pelraturan Pelrundang- 

Undangan. 

SKB UU ITEl melrupakan peldolman bagi pelnelgak hukum untuk 

melnanggulangi pelnyimpangan dalam implelmelntasi UU ITEl. SKB UU ITEl melnjadi 

salah satu belntuk kelbijakan pelmelrintah telrkait kelwelnangan melmbuat suatu 

pelraturan untuk me lnjawab kelkolso lngan hukum. SKB UU ITE l dijadikan selbagai 

pellelngkap pelraturan yang ditelrbitkan keltika telrjadisuatu pelrsolalan namun bellum 

diatur dalam pelraturan pelrundang-undangan. 

SKB UU ITE l didasarkan pada ke lbelbasan teltapi kelbelbasan yang dimaksud 

teltap melmiliki batasan agar tidak te lrjadi kelselwelnang-welnangan pe lmelrintah yang 

melmiliki kelkuasaan. Pelmbuatan kelbijakan harus diselsuaikan delngan hielrarki 

 
29Ramadhani, D. S. S., Seltiawan N., Faizin S., “Ke ldudukan Surat Ke lputusan Belrsama Se lbagai Pe ldolman 
Implelme lntasi Pasal Pe lnghinaan dan Pelnce lmaran Nama Baik Dalam UUITE l”, Jurnal Ilmiah Pelndidikan Pancasila 
Dan Ke lwarganelgaraan, Voll 7 Nol. 2, (2022) hal 376-386.  
30ibid  
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pelraturan pelrundang-undangan selbagai acuan agar antara ke lbijakan dan pelraturan 

pelrundang-undangan tidak saling belrtelntangan31. 

 
31ibid  
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BAB III 

METODE PENELITIAN  

 

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 

3.1.1 Waktu Penelitian 
 

Waktu pelnellitian akan dilaksanakan selcara singkat yaitu selkitar bulan Meli 
 

2023. 
 
 

 
 
 

No 

 
 
 

Kegiatan 

Bulan  
 
 

Keterangan 
 
Desember 
2022 

Januari- 
Maret 
2022 

April- 
Juli 
2023 

Agustus- 
septermber 
2023 

Oktober- 
November 
2023 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Pelngajuan Judul                   

 
2 

Bimbingan pra 

selminar prolpolsal 

                  

2 Selminar Prolpolsal                      

 
 
3 

Pelnulisan dan 

Bimbingan 

Skripsi 

               

4 Selminar Hasil                     

 
5 

Pelngajuan Belrkas 

Melja Hijau 
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6 Sidang                     

Tabell: 1 
 
 
 

3.1.2 Tempat Penelitian 
 

Pelnellitian diadakan di Pollda Sumatelra Utara Jl. Sisingamangaraja Km. 10,5 

Nol.60, Timbang Delli, Kelcamatan Meldan Amplas, Kolta Meldan, Sumatelra Utara 

20148, untuk melndapatkan hasil data yang dipelrlukan. 

3.2 Metode Penelitian 
 

3.2.1 Jenis Penelitian 
 

Adapun jelnis pelnellitian hukum adalah yuridis nolrmatif delngan pelndelkatan 

delskriftif analisis yaitu pelnellitian yang melnelmukan kelbelnaran kolhelrelnsi, yaitu 

adakah aturan hukum selsuai nolrma dan adakah nolrma yang belrupa pelrintah atau 

larangan itu selsuai delngan prinsip hukum, selrta apakah tindakan selselolrang selsuai 

delngan nolrma hukum atau prinsip hukum32 

Jelnis data yang digunakan adalah data prime lr dan data se lkundelr yaitu data 

yang dipelro llelh langsung dari sumbelrnya baik mellalui lapolran, dolkumeln tidak relsmi 

dan buku-buku kelmudian dio llah kelmbali ollelh pelnelliti yang be lrhubungan delngan 

Tindak Pidana Kolrupsi selrta pelrmasalahan-pelrmasalahan yang melnjadi olbjelk 

pelnellitian, yang telrdiri dari: 

 
32Pe lte lr Mahmud Marzuki, Pelnellitian Hukum, (Jakarta:Ke lncana, 2017), hal. 47 
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1. Bahan Hukum Primer    

Bahan hukum yang telrdiri dari Undang-Undang Dasar Nelgara Relpublik 

Indo lnelsia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang- 

Undang Nolmolr Undang-Undang Nolmolr 19 Tahun 2016 telntang Pelrubahan 

Atas Undang-Undang Nolmolr 11 Tahun 2008 telntang Infolrmasi dan 

Transaksi Ellelktrolnik. 

2. Bahan Hukum Selkundelr 
 

Bahan hukum yang telrdiri dari bahan yang melmbelrikan pelnjellasan 

melngelnai bahan hukum primelr, selpelrti hasil-hasil selminar atau yang telrdiri 

dari buku, tulisan ilmiah, intelrnelt dan studi pustaka, bahan dolkumeln pribadi 

atau pelndapat dari kalangan pakar hukum selpanjang selsuai delngan olbjelk 

pelnellitian ini. 

3. Bahan Hukum Telstielr 
 

Selmua dolkumeln yang belrisi dari kolnselp-kolnselp dan keltelrangan-keltelrangan 

yang melndukung bahan hukum primelr dan bahan hukum selkundelr selpelrti 

kamus, artikell, dan selbagainya. 

3.2.2 Jenis Data 
 

Sifat Pelnellitian ini akan selcara delskriptif analisis yaitu melnggambarkan  untuk 

melmbelrikan data yang seltelliti mungkin yaitu melndelskripsikan hasil data yang 

ditelrima belrdasarkan33 sumber data dan juga dengan menganalisis kasus yang 

terkait yaitu untuk mengetahui fakta-fakta hukum yang terdapat pada kajian

 
33So le lrjo lnol So le lkantol, Pe lngantar Pelne llitian Hukum, (Jakarta:UIP, 2014), hal. 10 
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Yuridis Telrhadap Pellaksanaan Lidik dan Sidik dalam Pelrkara Tindak Pidana UU 

ITEl Ollelh Kelpollisian Daelrah Sumatelra Utara.     

3.2.3 Teknik Pengumpulan Data 
 

Adapun telknik pelngumpulan data dilakukan delngan cara selbagai belrikut : 
 

a. Pelnellitian ke lpustakaan (Library Relselarch). Meltoldel ini delngan mellakukan 

pelnellitian te lrhadap belrbagai sumbelr bacaan telrtulis dari para sarjana yaitu 

buku-buku telolri telntang hukum, majalah hukum, jurnal-jurnal hukum dan 

juga bahan-bahan kuliah selrta pelraturan-pelraturan telntang tindak pidana. 

b. Pelnellitian lapangan (Fielld Relselarch) yaitu delngan me llakukan kellapangan 

dalam hal ini pelnulis langsung me llakukan studi pada Po llda Sumatelra utara 

delngan me lngambil riselt yang belrhubungan delngan judul skripsi yaitu kasus 

telntang pellaksanaan lidik dan sidik dalam tindak pidana Ko lrupsi di wilayah 

Kelpollisian Daelrah Sumatelra Utara delngan Hasil Wawancara de lngan Bapak 

Brigpo ll   Mhd Raja Lubis SH MH Pelnyidik Direlkto lrat Kriminal Khusus 

Subdit V Cybe lr Crimel Pollda Sumut, pada hari se llasa, 19 Juni 2023 di Po llda 

Sumatelra Utara kelpada pelnyidik tindak pidana ko lrupsi Kelpollisian daelrah 

Sumatelra Utara. 

3.2.4 Analisis Data 
 

Analisis data melrupakan langkah sellanjutnya untuk melngollah hasil pelnellitian 

melnjadi suatu lapolran. Analisis data adalah prolsels pelngolrganisasian dan pelngurutan 

data dalam polla, katelgolri, dan uraian dasar, selhingga akan dapat ditelmukan telma 

dan dapat dirumuskan selpelrti yang disarankan ollelh data. 

Telknik analisis data yang dipelrgunakan dalam pelnellitian ini adalah noln 

statistik. Analisis noln statistik ini dilakukan delngan kualitatif. Melngelnai kelgiatan 
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analisis ini dalam pelnellitian ini adalah melngklasifikasi pasal-pasal dolkumeln kel 

katelgolri yang telpat. Seltellah analisis data sellelsai, maka hasilnya akan disajikan 

selcara delskriptif selsuai data yang dipelrollelh. 

Pelnellitian yang melnggunakan pelndelkatan delduktif yang belrtujuan untuk 

melnguji hipoltelsis melrupakan pelnellitian yang melnggunakan paradigma tradisiolnal, 

polsitif, elksprelmelntal atau elmpiris. Kelmudian selcara kualitatif, yang melnelkankan 

pada pelmahaman melngelnai masalah-masalah dalam kelhidupan solsial belrdasarkan 

kolndisi relalitas atau natural seltting yang hollistis, kolmplelks dan rinci34

Data kualitatif yang dipelrollelh selcara sistelmatis dan kelmudian substansinya 

dianalisis untuk melmpelrollelh jawaban telntang polkolk pelrmasalahan yang akan 

dibahas dalam pelnulisan skripsi ini selcara kualitatif untuk melndapatkan jawaban 

yang pasti dan hasil yang akurat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 

 
34Syamsul Arifin Me lto ldel Pe lnulisan Karya Ilmiah dan Pelne llitian Hukum, (Meldan: Me ldan Are la 
Unive lrsity Prelss, 2012), hal. 66  
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 
 

Belrdasarkan uraian pelmbahasan dan analisa kasus yang tellah dipaparkan 

selbellumnya, maka pelnulis dapat melnarik kelsimpulan dari pelrmasalahan dan 

telrapan kajian ilmu hukum dalam telolri dan praktik adalah selbagai belrikut : 

1. Pelngaturan hukum telrhadap pelncelmaran nama baik khususnya di meldia solsial 

diatur didalam Pasal 27 ayat (3) telntang pelncelmaran nama baik Undang-

Undang nolmolr Nolmolr 19 Tahun 2016 Telntang Pelrubahan Atas Undang-

Undang Nolmolr 11 Tahun 2008 Telntang Infolrmasi Dan Transaksi Ellelktrolnik, 

Pasal 310, Pasal 311 dan Pasal 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

selbagai unsur utama yang tidak dapat dipisahkan dari pelncelmaran nama 

baik/pelnghinaan pasal 27 ayat (3), selrta aturan pellaksana yaitu Surat 

Kelputusan Belrsama Surat Kelputusan Belrsama (SKB) yang diteltapkan ollelh 

Melntelri Kolmunikasi dan Infolrmatika,Jaksa Agung, dan Kelpala Kelpollisian 

Nelgara Relpublik Indolnelsia Nolmolr KB/2/VI/2021 telntang peldolman 

implelmelntasi atas pasal telrtelntu dalam UU Nolmolr 11 Tahun 2008 telntang 

infolmasi dan Transaksi Ellelktrolnik. 

2. Pelnelgakan Hukum telrhadap pasal 27 ayat (3) telntang Pelncelmaran Nama Baik 

Undang-Undang Nolmolr 11 Tahun 2008 Telntang Infolrmasi Dan Transaksi 

Ellelktrolnik delngan belrpeldolman kelpadan Surat Kelputusan Belrsama Nolmolr 

KB/2/VI/2021 belrdasarkan pelnellitian yang dilakukan masih melmiliki 

belbelrapa kelndala selpelrti kurangnya pelnyidik yang ada di Pollisi Daelrah 

Sumatelra Utara khususnya Subdit cybelr selhingga dalam prolsels pelnyellidikan 

UNIVERSITAS MEDAN AREA
----------------------------------------------------- 
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area 

Document Accepted 28/3/24 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)28/3/24 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)

Roni Parulian Sinaga - Penegakan Hukum Pasal 27 Ayat (3) tentang....



70  

dan pelnyidikan dilakukan delngan kurang olptimal, telrhadap alat bukti yang 

selcara kolnkrit harus belkelrja sama delngan instansi lain selpelrti Infolkolm dan 

ahli bahasa melrupakan salah satu belntuk prolsels Upaya pelnelgakan hukum 

untuk mellahirkan kelpastian dan keladilan selhingga dalam prolsels pelnelgakan 

hukum nya tidak belrsifat diskiriminatif dan belrsifat olbjelktif dalam melnilai 

suatu pelristiwa hukum agar telrciptnya tujuan hukum yang belrkeladilan, 

belrkelpastian, dan belrkelmanfaatan. 

5.2 Saran 
 

Saran dan masukan telrhadap pelmbahasan pelrmasalahan yang tellah 

dipaparkan pada bab-bab selbellumnya, yaitu selbagai belrikut : 

1. Telrhadap Pelngaturan hukum dugaan tindak pidana Pelncelmaran Nama Baik 

dianggap pelnting untuk mellakukan relvisi undang-undang nolmolr Nolmolr 19 

Tahun 2016 Telntang Pelrubahan Atas Undang-Undang Nolmolr 11 Tahun 2008 

Telntang Infolrmasi Dan Transaksi Ellelktrolnik delngan melmasukkan muatan 

surat kelputusan belrsama telntang peldolman pelnelgakan hukum telrhadap 

undang-undang infolrmasi dan transaksi ellelktrolnik agar ambiguitas dan multi 

tafsir telrhadap intelrpreltasi muatan pasal 27 (3) khususnya melmiliki kelkuatan 

hukum yang melngikat dan tidak melnimbulkan diskriminasi hukum telrhadap 

pellaku ataupun kolrban Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Infolrmasi dan 

Transaksi Ellelktrolnik; 

2. Prolsels pelnelgakan hukum telrhadap Pasal 27 ayat (3) masih telrdapat banyak 

kelndala yang dikhawatirkan kurang olptimalnya pro lsels pelnelgakan hukum, 

maka pelnulis belrpandangan pelnting dilakukan pelnambahan pelrsolnil 

khususnya pelnyidik subdit cybelr pollda sumut khususnya dalam pelnelgakan 
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hukum pelncelmaran nama baik delngan belrpeldolman Surat Kelputusan Belrsama 

selhingga dalam tugasnya dapat olptimal untuk melnciptakan pelnelgakan hukum 

yang o lbjelktif dan tidak diskriminatif. 
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